WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG '
- NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG :

il KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
‘ SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA SERANG e

Menimbang :

DEN GAN RAHMAT TUHAN YAN G MAHA ESA

a.

m!

WALI KOTA SERANG

~ bahwa untuk melaksanakan ketentu'an’Pésal ‘4‘Peratura'n -
- Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan -
"dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagmmana“ o

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun - "

“ 2020 Atenta_.ng _Perubah_an ata_s _P‘eratu:jan .Daerah Ko_ta
_Seraﬁg_NomOr 7 Tahun 2016 tentang Pemben't(ikan' dan

. Susunan- Perangkat Daerah Kota Serang,' ~operlu

Inspektorat Daerah perlu dlubah untuk memperkuat:'_ =

fmenetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan -
 ‘Susunan Orgamsam, Tugas dan Fungs1 serta Tata Kexja R
: "Inspektorat Daerah; , . ‘ |
. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Wah L ‘  '
Kota Serang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan S
' Susunan Organlsa31 ’I‘ugas dan F‘ung31 serta ‘Tata Kerja

peran ‘dan kapas1tas Inspektorat Daerah -agar lebih

- 1ndependen dan  obyektif dalam rangka mew_]udkan ;

: penyelenggaraan Pemenntahan Daerah 'yang bers1h dan
- bebas dan korups1 kolus1 dan nepotlsme |
bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagmmana dlmaksud‘v B

“dalam huruf a dan huruf b, periu menetapkan Peraturan -

Wali Kota 'Serang tentang Kedudukan, Susunan,. |

Organisasi, 'I‘ugas dan F‘ung81 serta Tata Kerja Inspektorat- o
s Daerah Kota Serang, o ~ : :



' Mengingét

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tenténg

Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98,

Tambahan Lembaran Negara Republik ?Indon'es‘ia Nomor

- 4748);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggant1 Undang—Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menj jadi Undang-Undang

(Lembaran Negélra Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor N

41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

~ Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran‘1 Negéra Republik
Indonesia Nomor 6897); |

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5888) sebagalmana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah ;Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah -

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah )
(Lembaran Negara Republik Indonesia T;ahun 2019 Nomor

187, Tambahan Lembaran Negara Républik Indkonesia

- Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 TahJun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran ‘Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indkonesia ‘Nomor 6037) |
sebagaimana telah diubah déngan Perejlturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubaﬁan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tehtang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara ﬁepublik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara |

Republik Indonesia Nomor 6477); . |

6. Peratura_n .....




Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahgn 2017 tentang ;

Pembinaan dan Pengawasan 'Penyelenggaraan

' Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

| 'j Indohesia Tahun 2017 Nomor 73, Tarﬂbahan Lembaran

‘Negara Repubhk Indonesia Nomor 604 1)
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 107 Tahun 2017

tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat ‘Daerahi :
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605); |

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan -

Reformasi B1rokra51 Nomor 20 Tahun 2018 - tentang

Pedoman Evaluasi - Kelembagaan Instan31 Pemermtah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

421); A | o |
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahiin'2018 ‘

tentang Pemblnaan dan Pengendahan Penataan Perangkat

10.

Daerah (Berlta Negara Republik Indonesm Tahun 2018
Nomor 1539); | ‘
Peraturan Menteri Dalam Negéri Nomdr 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi | dan Nomenklatur

Pei‘encanaan Pembangunan dari Keuangan Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesm Tahun 2019 Nomor 1447 );

11.°

12.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara‘

dan Refdrmasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang

Jabatari Fungsivc‘)nal Pengawas Penyelénggaraan Urusan -

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 530); ‘

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apératﬁr Negara dank

" Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tent‘angr’

‘ v.Penyetaraan Jabatan Admlnlstras1 ke dalam Jabatan «

, Fungsmnal (Benta Negara Repubhk Indonesm Tahun 202 1
- Nomor 525); | |

- 13. Peraturan .....




13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Péndayagunaan Apai‘atur Negara dan
Reformas1 ‘Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organlsas1 pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan B1rohasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoi‘ 54 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsmnal Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1270); .
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 20?2 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk' Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indoﬁesia Tahun 2022
Nomor 181);

Peraturan Menteri Pendayagunaan iApatrat'ur Negara
dan Reformasi Birokrasi‘ Nomor 48 Tahun 2022 tentang
Jabatan Fungsional Auditor (Berita ':Negara Republik |
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1144);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

~Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 202?3 tentang Jabatan

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54);
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016

- tentang Pembentukan dan Susunan i’erangkat Daerah

Kota Serang (Lembaran‘Daerah Kota Sc;zrang Tahun 2016
Nombr 7) sebagaimana telah diubah ;dengan Peraturan
Daerah Kota Serang Nomor 9 Tah{in 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah KOt?L Serang Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukaﬂ dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota
Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN .....




-MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN,

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA SERANG.

BABI | =
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daerah adalah Kota Serang. ‘

Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsﬁr penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemermtahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemermtahan oleh -
Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonofni seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Rei)ublik Indonesia
sebagaimana dimaksud ’dalam’ Undang—Uﬁdang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. . |
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu wali kota dan dewan perwakilan

rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah
Wali Kota adalah Wali Kota Serang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang

‘
i

Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan' ‘
urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan.

Inspektur adalah Inspektur Kota Serang.

Sekretaris Inspektorat Daerah yang selanjutnya dlsebut Sekretans adalah "
Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kota Serang.

Inspektur Pembantu adalah Inspetur Pembantu pada Inspektoratl

'Daerah Kota Serang.

Kepala Subbagian adalah Kepala Subbaglan pada Inspektorat Daerah

Kota Serang.

12. Jabatan .....




12.
- 13.

14,

15.

X&)

@

)

(1)

Jabatan Fungsidnal adalah sekelompok jabatan yang Perisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu. | 7 /
Jabatan Fungsional Auditor adalah jabatan yang 'rﬂempunyai; ruang
lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mélakukan
pengawasan intern. o -
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusém Pemefintéhan
Daerah adalah Jabatan bFungsional yang mémpunyai ruang lingkup,
tugas, tanggung jawab, ~dan WeWenang untuk meljakukan kegiatan

pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.

‘Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas

pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan

dan pembangunan.

BABII .
KEDUDUKAN
Pasal 2

Inspektorat ‘Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. |

Inspektorait Sebagaimana diinéksud pada ayat (13 dipi.mpin‘ ‘oleh
Inspektur. '
Inspektur sebagaimana dimaksud pada éyat (2) dala%m melaksanakan

tugasnya bertanggung jawab kepéda Wali Kota melalui éekretaris Daerah.

BAB III
" SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

‘Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:

a. Inspektur;

b. Sekretariat, membawahkan:
‘1. Subbagian Umum dan Kebegawaian;
2. Subbagian Keuangan, Progfam Evaluasi dan Peiaporan; dan
3. kelompok Jabatan Fungsional lainnya dan Pelaksana.

C. Inépektu'r :



c. Inspektur Pembantu I, membawahkan :

1. Jabatan Fungsional Auditor;

2. Jabatan Fungsional - Pengawas Pehyelenggaraan - Urusan
Pemerintah Daerah;
3. Jabatan Fungsional lainnya yang melaksan%kain pengawasan
sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat; dan /atau
4. Jabatan Pelaksana. |
d. Inspekﬁir Pembantu II, membawahkan :
1. Jabatan Fungsionétl Auditor; L
2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
| Pemerintah Daerah; - ‘ ’
3. Jabatan Fungsional lainnya yang melaksanakan pengéwasan
sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat; dén/ atau L
4. Jabatan Pelaksana. 7
e. Inspektur Pembantu III, membawahkan:
1. d é.batan Fungsional Auditor; |
2. Jabatan., Fungsional Pengawas Penyelen;ggaraan - Urusan
Pemerintah Daerah; -
3. Jabatan Fungsional lainnya yang melaksanékan perigawasan .
sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat; dan /atau
4. ~Jabatan Pelaksana. N ‘
f. Inspektur Pembantu IV, membawahkan :
1. Jabatan Fungsional Auditor; - \ |
2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelen;ggé.raan ‘Urusan‘
Pemerintah Daerah;
3. Jé.batan Fungsional lainnya yang melaksané.kan pengawasén'
‘ sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat; djan /atau
4. Jabatan Pelaksana. |
g. kelompok Jabatan Fungsional lainnya; dan
h. kelompok Jabétan Pelaksana. 7
(2) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daérah sebagaima?na dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan iaagian yang ‘tidak

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.




(1)

(2)

@)

(1)

sekretariat mempunya1 fungsi:

~ BAB1IV f
TUGAS DAN FUNGST
‘Bagian Kesatu | ‘
- Inspektorat
Pasal 4 A
Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota da.lam membina dan

mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

" Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. |

Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1),

Inspektorat Daerah : mempunyal fungsi: e

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fa3111ta31
pengawasan; o '

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalu1 audlt reviu, evaluasi, pemantauan dan keglatan pengawasan
lainnya; , | o

c. pelaksanaan pengawasan untﬁk tujuan tertentuf atas penugasan

dari Wali Kota dan/ atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan; |

e. pelaksanaan koordinasi pencegahan‘tindak pidana icompsi; '

1. péngawasan pelaksanaé.n program reformasi birokrési;

g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan | ,
h. pelaksanaan fungsi lain yang d1ber1kan oleh Wall Kota terkalt

dengan tugas dan fungsmya o |

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur dan bertanggung _]awab
kepada Wah Kota melalui Sekretaris Daerah. 3
- Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaanv teknis déin

- administratif ke dalam semua unsur di hngkungan Inspektorat

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)

|
|

a. pengoordinasian perumusan rencana program ketja dan anggaran
 pengawasan, penyiapan  penyusunan rancangan peraturan
perundang—undangan dan pengadmnustrasmn ker_]a sama; |

~ b. pelaksanaan .....



(1)

()

b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, p‘engumpulan, pengelolaan,
analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan

-evaluasi pencapaian kinerja;

c. pengoordinasian hasil pengawasan intefnal dan eksternal serta tindak
lanjut penyelesaian temuah hasil pengawasan; |

d. pelaksanaan pengelolaan keuangan; | ’

e. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah
‘tangga; | »

f. “pelaksanaan peningkatan kapabilitas 'Aparat Péngawasan Intern
Pemerintah; dan t/

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan. |

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bere{da di bawah dan

bertanggung jawab kepada Inspektur.

Bagian Ketiga
Subbagian Umum dan Kepegawaian
; Pasal 6 | 3
Sﬁbbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugg.s m’eIaksanakan
sebaglan tugas dan fungsi sekretariat di bidang adm1n1stras1 umum dan
admlnlstra81 kepegawalan |
Untuk melaksanakan tugas sebagalrnana dlmaksud pada ayat (1),
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :
a. pelaksanaan penyusunan program dan rencana kégiatan subbagian
- Umum dan Kepegawaian; B
b. pelaksanaan pengelolaan urusan 7surat-menyLirat/ tata naskah
Inspektorat' |
c. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga perpustakaan
kear31pan keprotokolan, dan kehumasan = ,
d.  pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum
daerah penunjang seluruh kegiatan pada Inspektorat,
e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pegaxsvai‘ sesuai dengan |
peraturan pemndang-undanganj
f.  pelaksanaan pelayanan administrasi kepegaWaiah sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. pelaksanaan .....



(3)

(1)

(2)

-10-

g. pelaksariaan fasilita’siy penilaian prestasi kerja | pegaWai Sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan; '

h. pelaksanaan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit Jabatan
| fungs1onal di lingkungan Inspektorat; ‘

i. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang,

j. pelaksanaan pengelolaan barang/perlengkapan/ aset sesua1 dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan serta Vkejrapibhan ruangan

kantor;
L pelaksanaan fasilitasi dalam pembahgunan dan bjpengembangan e-
government, . o v ' J :
m. pelaksanaan nionitorihg, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian
Umum dan Kepegawaian; dan ‘ |
n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugésnya
Subbagian Umum dan Kepegawalan d1p1mp1n oleh seorang Kepala
Subbaglan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretans

Bagian Kéempat
Subbagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Peléporan
| Pasal 7 LR
Subbaglan Keuangan, Program Evaluasi dan Pelaporan mempunya1

tugas melaksanakan sebag1an tugas dan fungsi Sekretanat di bidang

administrasi keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1),

Subbagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan }nempunyai fungsi

mehputl '

a. penyusunan program dan rencana keg1atan Subbaglan Keuangan,
 Program, Evaluas1 dan Pelaporan

b. Pelaksanaan - pemblnaan penatausahaan keuangan Inspektorat

Daerah;

c. pelaksanaan penatausahaan anggaran Inspektor?.t Daerah sesuai
' |

dengan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksariaan pengelolaan kas Inspektorat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; . “
| i 7 e. pelaksanaari .....

|



-11-

pelaksanaan pelayanaﬁ lainnya di bidang kenangan Inspektorat sesuai-

dengan ketentuan peraturan perundang—undangan

pelaksanaan penyimpanan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai

bahan. penyusunan laporan pertanggungjawaban  keuangan
Inspektorat; '
penyusun laporan keuangan Inspektorat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan penyusunan program dan rencana keg1atan

i.  pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan keglatank

dinas meliputi rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja,
" indikator kinerja utama, laporan akuntablitas kfnerjai Pemerintah
Daerah dan rencana kerja dan anggaran; |
pelaksanaan péngumpulan dan pengadministrasiaﬁ ﬁsulan rencana
kerja dan anggaran/ rencana kerja perubahan dan anggaran dari unit-
~ unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah; i
pélaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran/perubahan
kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan aflggaran /dokumen -
pelaksanaan perubahan anggaran Inspektorat berdasarkah usulan
unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Inspéektorat'Daérah;
pelaksanaan pembinaan administrasi perencanaan di _lingkungan
Inspektorat Daerah , } _
| pelaksanaan kegiatan momtormg, evaluasi, dan pelaporan terhadap
realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah;
pelaksanaan koordinasi dengan unit-unit kérjiet di lingkuhgan
‘Inspektorat dalam rangka penyiapan bahan- bahan untuk menyusun
laporan klner_]a instansi pemerintah di llngkup Inspektorat Daerah;
pelaksanaan evaluasi dan inventarisasi ‘temuan hasﬂ pemenksaan '
aparat pengawasan internal maupun eksternal 1
penyusun daftar inventarisasi temuan hasil pe@eﬁksaan aparat

. : V |
pengawasan internal maupun eksternal; B

. pelaksanaan koordinasi hasil pengawasan internal dan eksternal serta

- tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pengawasdn' dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya,

(3) Subbaglan ..... ‘



(4)

2)

-12- |

Subbagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh

sedrang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab

‘kepada Sekretaris. : - : \

Bagian Kelima
Inspektur P\embantru‘

Pasal 8

' InSpektuf Pembantu I, II, dan Il mempunyai tugas mejmban_tu Inspektur

dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal Perangkat
Daerah atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Dae_}rah. | | .
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud‘i pada ayat (1),
Inspektur Pembantu I, II, dan III mémpunyai fungsi meliputi :

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait p‘embinaalf?l dan pengawasan

terhadap Perangkat Daerah;

b. perencanaan program pembinaan dan pengéwasan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

c. pengoordinasian pelaksanaan | pengawasan fungsional

penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

~d. pengawasan keuangan' dan kinerja Perangkat Daerah°

e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemermtahan Daerah

yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;

f.  penyiapan  perumusan kebijakan dan fa3111tas1 pengawasan -

penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas
Internal Pemerintah lainnya; - T '

h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil ; pengawasan

1. pelaksanaan pengawasan untuk tuJuan tertentu atas’ penugasan’

Inspektur;
J- pelaksanaan penmgkatan kapabilitas aparat pengawasan 1ntern
pemerintah; 4 5 |
k. penyusunan laporan hasil pengawasan;
Al. pembagian tugas kepada Pejabat Fungsional di lmgkungan Inspektur
Pembantu sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
dltetapkan dan ; . |

| ,
m. melaksanakan .....



3)

(1)

(2)

13- ' |

m. melaksanakan tugas léin yang ditetapkan oleh inspektur sesuai
‘ dengari ketentuan peraturan perundang—undangén. |

Inspektur Pembantu I, II, dan III dipimpin oleh s¢orang Inspektur

Pembantu yang berada di bawah dan bertangguﬁg jawab kepada -

|
1

Inspektur.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu v |
‘ Pasal 9 - \

Inspektur Pembantu IV rhempunyai tugaé membaﬁtu InSpektur dalam -

melaksanakan pembinaan dan pengawasan Perangﬁat 'Daerah yang

menangani bidang investigasi, penanganan pengadﬁaﬂ dan pencegahan

tindak pidana korupsi. ‘ , | V

Dalam melaksanakan tugas pokok \sebagaimana dimakéud pada ayat (1),

Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi sebagai beri@t:

a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakah teknis di bidang
investigasi, penanganan pengaduan dan péncegaﬁan tindak pidana .
Korupsi S . | - L

b. ‘ penyuéunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi,
penanganan p’engaduah dan pencegahan tindak picfana' korupsi;

C. penyusunan - pedoman tentang investigasi, penanganan

| pengaduan dan pencegahan tindak pidana korupsi; } | |

d. pelaksanaan pemblnaan bldang investigasi, penanganan pengaduan

- dan pencegahan tindak pidana korupsi; | |

e. | pengoordinasian  penyelenggaraan pengawasan: intern bidang
investigasi, penanganan pengaduan dan p‘encegahjan‘tindak pidana
korupsi;

f. 'pelakéanaan audit- atas penyesuaian harga audlt klalm dan :

investigatif terhadap kasus penylmpangan ;rang ber1nd1kas1

merugikan keuangan negara /daerah, dan upaya pencegahan korupsi;

pelaksanaan penanganan pengaduan atas laporan gra‘uﬁkam, :

0

h. f pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan upaya pencegahan
tindak pidana korupsi; | ’
i. pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;

“j. pelaksanaan




(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

®

- j» pelaksanaan penanganan whistle blowing system;

14~

k. pelaksanaan peningkatan kapabilitas Aparat Péngawasan Intern
Pemerintah; K [ 1 e , |

1. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Inspektur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Inspektur Pembantu IV dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang:

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspekt}lr.

Bagian Ketujuh
Wilayah Kerja Iriépektur Pembantu
= | Pasal 10 '
Wilayah Kerja Inspektur Pembantu ditetapkan oleh Inspektur berdasarkan
ketentuan peraturan perundang- undangan ’ ‘ ,
Pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada éyat (1) didasarkan

pada spesialisasi tugas Aparat Pengawas Internal Pemerlntah dan urusan

 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan memperhatlkan beban

kerja dan kebutuhan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11 ,
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas | tenaga fuﬁgsional pengaWaS
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, | audi_tor, dan jabatan
fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa l;elompok jabatan
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyeleﬁggaraan Urusan

- Pemerintahan Daerah dan Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung Jawab kepada Inspektur
melalui Inspektur Pembantu.

Kelompok Jabatan Fungsmnal lainnya sebagaimana dirjnaksud pada ayat
(1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggﬁng jawab képada Inspektur.
Kelompok Jabatan Fungs1ona1 mempunyai tugas melakukan kegiatan
bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. | :

Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhah dan beban kerja.

J _
- (6) Jenis .....



(6)

(1)

(2)

(4)

(1)

(2)

(3)

Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. |

Bagian Kesembilan
Jabatan Pelaksana
Pasal 12 ‘

Jabétan Pelaksana ditetapkan berdasarkan keterjltuah peraturan
perundang-undangan. ’ | |
Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada %ayat (1) dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepaday inspéktur.
Dalam hal pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) leblh :
dan seorang dibentuk Kelompok Jabatan Pelaksana. :
Jabatan Pelaksana merupakan kedudukan yang menun_]ukkan tugas,
tanggung]awab wewenang dan hak seorang Pegawai Negen Slp11 dalam
suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu. s 7
Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memahgku setigp jenis Jabatan
Pelaksana sebagaimana dimaksud pada' “ayat (1) (.ilitetapkant sesuai

peraturan perundang-undangan.

, BABV
- TATA KERJA
Bagian Kesatu |
Umum
; , Pasal 13
Tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dan masing-masing unsur organisasi
Inspektorat Daerah merupakan satu kesatuan yang utlih dan tidak dapat'
dipisahkan satu sama lain. ‘
Setiap pejabat di lingkungan Inspektorat Daerah melakukan kerja sama
secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang Jabatan yang berlaku
baik secara vertikal maupun secara horizontal. J
Setiap pn:npman unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah waJ1b
memimpin dan memberikan bimbingan’ serta petunjuk pelaksanaan
tugas kepada unit kerja Inspektorat di bawahnya atau pegawai yang

membantunya

~ (4) Setiap .....
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\
|
i
I
|

(4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat wajib melaksanakan
sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masiné. |

(5) Setiap pimpinan unit kexja di lingkungan Inspektorat wajib menerapkan
prinsip-prinsip ko'ordinasi,kAintegrasi, sinkro’nisasi dan | simplikasi serta _

akuntabilitas kinerja.

 Bagian Kedua
Pelaporan
_ ~ Pasal 14

(1) Inspektur wajib ’memberikan laporan tentang pelakéanaan tugasnya
secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Wali Kota i_melalui Sekretaris
Daerah. ' ‘ '

(2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat; wajib mengikuti,
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada piﬁlpinan unit kerja
Inépektorat yang membawahkannya serta memberikan laporan secara tepat
waktu. | » . | ’

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unifv kerja di lingkungan
Inspektorat dari pimpinan ‘unit kerja di baw.ahnya, jwajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lébifi lahjut untuk
memberikan petunjuk kepada unit kerja Inspektorat yang di
bawahkannya tersebut. = o ‘ '

(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya

berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 15 |
- Dalam hal Insperktur berhalangan Sekretaris dan /atau Inspektur Pembantu

dapat mewakili sesuai dengan bidang tugasnya.

7Bagian Keempat - !
- Kepegawaian :
| |  Pasalle o
(1) Inspektur, Sekretaris InSpéktur Pembantu dan Kepala Subbagiah diangkat
dan d1berhent1kan oleh Wall Kota berdasarkan ketentuan peraturan

perundang~undar1gan

(2) Jabatan .....



(2)
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Jabatan fungsional auditor, Jabatan Fungsional Penga\yas Penyelenggara
Urusan Pemerintahan Daerah, Jabatan Fungsional Iainhya dan Jabatan
Pelaksana dlangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota berdasarkan

ketentuan peraturan perundang undangan

Bagian Kelima
Eselonisasi

Pasal 17

Eselonisasi Jabatan Struktural pada Inspektorat meliputi :

a.

(1)

(2)

Inspektur merupakan jabatan eselon IL.b atau Jabatan 'Pimpi'nan‘Tingg‘i
Pratama. i
Sekrefaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Iﬁerupakan jabatank
eselon Ill.a atau Jabatan Administrator. ‘
Kepala Subbagian pada Inspektorat merupakan Jabatan eselon IV.a atau

Jabatan Pengawas.

BAB VI |

KETENTUAN PERALIHAN ‘
Pasal 18 |

Dalam hal térdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/ atau kerugian
keuangan Daerah, Inspektorat | melaksanakan fuﬁgsi sebagaimanav |
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf ¢ tanpa menunggu penugasan dari
Wali Kota. | | BN

Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud élalam Pasal 4 ayat

~ (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahéunaan Wewenang ,

dan/atau keruglan keuangan Daerah, 1nspektur Wa31b melaporkan kepada

Gubernur sebageu wakil Pemermtah Pusat.

BAB VII ;
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Serang

Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Orgénisasi Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang
Tahun 2021 Nomor 170) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
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Pasal 20,
 Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini déngan penempatannya dalam Béﬁta Daerah Kota
Serang. | i

Ditetapkan di $erang

pada tanggal 4 Desember 2023

WALI KOTA SERANG,

SYAFRUDIN
Diundangkan di Serang

pada tanggal 4 Desember 2023
SEKRE’TARIS DAERAH KOTA SERANG,

e e P

~ NANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 358 :




STRUKTUR ORGANISASI , :
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SERANG TIPOLOGI B
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LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

‘TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
- DAERAH KOTA SERANG. ‘ ‘

INSPEKTUR
|
RELOMPOK JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL LAINNYA
DAN JABATAN
PELAKSANA I I
SUBBAGIAN SUBBAGIAN KELOMPOK JABATAN
- UMUM DAN " KEUANGAN, POGRAM, FUNGSIONAL LAINNYA
KEPEGAWAIAN EVALUASI DAN DAN JABATAN
PELAPORAN PELAKSANA
IN SPEKT UR INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR
PEMBANTU 1 ’ PEMBANTU I PEMBANTU IlI PEMBANTU IV
| | I |
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN JABATAN =~ " FUNGSIONAL DANJABATAN |~~~ “~“FUNGSIONAL DAN JABATAN © " ~FUNGSIONAL DAN JABATAN -~~~ -
PELAKSANA PELAKSANA ) PELAKSANA PELAKSANA ‘
1. JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR; 1. JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR; 1. JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR; 1. 'JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR;
2. JABATAN FUNGSIONAL PPUPD; 2, JABATAN FUNGSIONAL PPUFPD; 2. JABATAN FUNGSIONAL PPUPD; 2. JABATAN FUNGSIONAL PPUPD;
3. JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA; 3. . JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA; 3. JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA; 3. JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA;
DAN/ATAU DAN/ATAU DAN/ATAU DAN/ATAU
4, ‘ JABATAN PELAKSANA 4. JABATAN PELAKSANA 4. JABATAN PELAKSANA 4, JABATAN PELAKSANA-
WALI KOTA SERANG,

SYAFRUDIN




